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KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KOTA BONTANG
NOMOR 3"} TAHUN 2013

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA
BADAN KESATAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA BONTANG

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK & PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KOTA BONTANG :

Menimbang . ¢. Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi
yang efektif pada Badan Kesatuan Bangsa, Poitik dan Perlindungan
Masyarakat Kota Bontang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu);
d. Bahwa untuk melaksanakan maksud di atas pada butir a, perlu
ditetapkan melalui keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik
dan Perlindungan Masyarakat Kota Bontang.

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai
Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik; '

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi
Publik;

7. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas;

8. Peraturan Menteri Komunikasi dan  Informatika  Nomor
.28/PER/M.KOMINF0/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain untuk
Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah



Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN

: Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Badan

Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Bontang

e Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Badan
Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota
Bontang,Sebagaimana tercantum dalam keputusan ini;

. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana

dimaksud pada diktum pertama mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Memberikan layanan informasi dan dokumentasi kepada publik sesuai

Z.

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Membantu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota
Bontang dalam memberikan layanan informasi kepada publik sesuai
keperluannya;

Mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi
yang diperlukan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat Kota Bontang;

Menentukan atau menetapkan suatu informasi yang dapat atau tidak
dapat diakses atau disampaikan kepada publik;

Mengkonsultasikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Kota Bontang mengenai informasi dan komunikasi yang
dikecualikan;

Menyampaikan informasi dan dokumentasi secara rutin dan berkala
kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Bontang
melalui kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai kebutuhan.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Badan
Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Bontang
membentuk sekretariat pengelolaan informasi dan dokumentasi yang
terdiri dari sekretaris, bidang pelayanan dan bidang pengelolaan
informasi dan dokumentasi yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari keputusan ini

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi Pembantu wajib berpedoman pada ketentuan
perundang-undangan yang berlaku dan melaporkan kegiatan yang
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KELIMA

KELIMA

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1.

2
3.
4.
5

Segala beban biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini
dibebankan pada DPA Badan Kesatan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat Kota Bontang

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya bilamana ternyata
terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bontang
Pada tanggal : 30 September 2013

Q

Kepala,

Drs. H. SUKADI
Pembina Utama Muda

P.195811011990031005

Walikota Bontang

Wakil Walikota Bontang
Sekretaris Daerah Kota Bontang
Kepala Inspektorat Kota Bontang
Yang Bersangkutan



Lampiran ~ : Keputusan Kepala Badan KesbangPol dan Linmas Kota Bontang

Nomor ¢ %% Tahun 2013
Tanggal : 30 September 2013
Tentang : Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
Badan Kesbangpol dan Linmas Kota Bontang

PPID : Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Kota Bontang
PPID Pembantu - Sekretaris Badan Kesbangpol dan Linmas Kota Bontang
Sekretaris : Kepala Bidang Idiologi dan Politik
Bidang Pelayanan : - Kepala Bidang Bina Kesbang dan Demokrasi
Informasi dan - Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat
Dokumentasi - Kasubbid Kesiagaan

- Kasubbid Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat

- Kasubag Umum dan Kepegawaian
Bidang Pengelolaan : - Kasubbid Bina Idiologi dan Kemasyarakatan
Informasi dan - Kasubbag Perencanaan Program dan Keuangan
Dokumentasi - Kasubbid Pembauran Bangsa dan Wasbang

- Kasubbid Pengembangan Demokrasi dan HAM

- Kassubbid Bina Idiologi dan Pemilu
Sekretariat

- Yanita Suryadi SL.LKom

Herlina Binti Rustam, S.Kom
Mustakim K. A.Md

Nur Aini

Mahfudzi Salam, A. Md
Rudiansyah

Drs. H. SUKARDI
Pembina Utama Muda
NIP 195811011990031005



